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 ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “ASAS KEPASTIAN HUKUM PADA 

KONSTRUKSI DELIK PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 

DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK” ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi delik penghinaan dan 

pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE belum memenuhi asas 

kepastian hukum dan ketidakjelasan konstruksi delik penghinaan dan pencemaran 

nama baik dalam Undang-Undang ITE pada putusan Pengadilan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Setelah 

data dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa sehingga 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa konstruksi delik penghinaan dan 

pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE belum memenuhi asas 

kepastian hukum, karena pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik 

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 bersifat umum dan 

tidak memuat unsur-unsur yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran 

nama baik. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk menggunakan Pasal 310 

KUHP guna menemukan maksud penghinaan dan pencemaran nama baik dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, maka Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang ITE tidak memenuhi asas kepastian hukum, khususnya lex certa 

(peraturan pasti) dan lex stricta (jelas dan ketat). Tidak pasti karena Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang ITE tidak memuat unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama 

baik. Tidak jelas dan tidak ketat, sebagai akibat tidak terpenuhinya lex certa, 

penghinaan/pencemaran nama baik ditafsirkan secara luas. 

Berhubungan dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum 

sebagaimana dimaksud berakibat pada ketidakjelasan konstruksi penghinaan dan 

pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE pada putusan pengadilan. 

Putusan No. 822K/Pid.Sus/2010 atas Prita Mulyasari yang menyampaikan 

keluhan melalui e-mail divonis bersalah atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

ITE. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE atas kasus tersebut justru 

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai 

kebebasan berpendapat, karena ungkapan Prita Mulyasari merupakan keluhan 

bukan penghinaan/pencemaran nama baik. Begitupula dalam Putusan No. 

1024/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 1413K/Pid.Sus/2014 atas Bayu 

Soesetia yang meneruskan e-mail (tanpa diketahui e-mail tersebut palsu) divonis 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang ITE. Padahal perbuatan Bayu Soesetia merupakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai sekretaris komite di SMAN 70 Jakarta, sehingga vonis 

justru bertentangan dengan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 mengenai 

kebebasan mengelola informasi. 

 

Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, UU ITE, Penghinaan, Pencemaran Nama 

Baik 
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